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NOMOIt |3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BANGUN | DI KECAMATAN PARBULUAN

(4]

BUPATI DAIRI,

bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya
dan desa-desa Kecamatan Parbuluan pada khususnya, sera
adanya aspirasi yang berkembang di masyarake:, peflu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Kepada
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan malalui pemekaran
desa dongan membentuk desa baru;

bahwa unluk memenuhi maksud sebagaimana huru! a, serna
memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumiah
penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan
pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku, perlu membentuk Desa Bangun | sebagal
hasil pemekaran Desa Bangun di Kecamatan Parbuluan Kabupater
Dain;

bahwa pembentukan Desa Bangun |, sebagaimana dimaksud huruf b
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaien Dairi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dawan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor = 34/K-
PIMP/DPRD/2008 tanggal 28 September 2006 tentang Persetujuan
Pembentukan Desa Bangun | di Kecamatan Parbuluan

Rahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b
dan ¢ di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang
Pembentukan Desa Bangun | di Kecamatan Parbuluan Kabupaten
Dain

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Kabupalen Daerah Tingkat I Dairi (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1984 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2689);

Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomo: 53. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor & Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang Undang Momor 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548);

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi szbagai Daerah Otonom
{Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2000 Nomar 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

6. Peraturan Pamerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2001 Nomor 142, Tambahan Lemberan Negara
Nomor 4155);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

. Keputusan Bupati Dain Nomor 91 Tahun 2001 tentang Mekanisme
Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nemor 30).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA
BANGUM | D! KECAMATAN PARBULUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalamn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

;
2

f

Bupati adalah Bupati Dairi;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang unluk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat selempat, berdasarkan
asai-usul dan adat istiadat setempal yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesiz;

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
pemenntahan desa;

Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;

Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah
desa-desa yang telah ada;

Pemerintahan Desa edalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
merspakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara perrerintahan desa;

Pe_njabal {(epela Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari perangkat desa atau
pejabat fain atas usul Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai kepala desa.

BAB Il
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Bangun | di Kecamatan Parbuluan dalam wilayah

Kabupaten Dairi.
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Pasal 3

Desa Bangun | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dan sebagian wilayah Bangun
Kecamatan Parbuluan yang terdin atas
a. Dusun |
b. Ousun |l
c. CusunlV

Pasal 4
Dengan tesbentuknya Cesa Bangun | Kecamatan Parbuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. imaka wilayah Oesa Bangun dikurangi dengan wilayah Desa Bangun | sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5
(1) Desa Bangun (Desa induk) Kecamatan Parbuluan mempunyai batas wilayah
Sebelah Utara beibatasan dengan Batas alam Sungai Lae Renun, Kecamatan Sumbul
Sebelah Selatan berbatasan dengan  Batas alam lembah, Desa Silinjo | Kecamatan Sitinjo
Sepelah Timur berbatasan dengan Batas alam lembah, Desa Lae Hole Kecamatan
Parbuluan
Sebelah Barat berbatasan dengan Batas buatan Gardu listk dan beton plat. Desa

Bangun | Kecamatan Parbuluan.

(2) Desa Bangun | (Desa baru) Kecamatan Parbuluan mempunyai batas wilayan

Sebelah Ulara berbatasan dengan Batas alam Sungai Lae Renun, Kecamatan Sumbul,

Sabelah Selatan berbatasan dengan  Batas alam lembah, Desa Sitinjo | Kecamatan Silinjo

Sebelah Timur berbatasan dengan Batas buatan Garau listrix dan beton plat, Desa
Bangun Kecamatan Parbuluan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Batas alam lembah, Desa Sitinjo | Kecamatan Sitinjo

Pasal 6

Batas-batas wilayah Desa Bangun dan Desa Bangun | di Kucamatan Parbuluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), digambarkan dalam peta wilayah adminisiras:
pemerintahan sebagaimana dalam lamjpiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan -~n
Peraturan ni.

BAB Il
KEWENANGAN DESA
Pasal 7

Kewenangan Desa Bangun | di Kecamatan Parbuluan mencakup seluruh kewenangan desa
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Pemeisintah Desa
Pasal 8

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangun | Kecamatan Parbuluan, dipilih
dan disahkan searang Kepala Desa sesuai dengan peraluran perundang-undangan, paling lambal
1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD.

Pasal 8

(1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di Desa Bangun |, diangkat Penjabat Kepaia
Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (salu) tahun;

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berdasarkan usul BPD dari desa induk dan pertimbangan Camat setempat,

(3) Bupali berdasarkan usul BPD dan perimbangan Camat dapat mengangkat Penjabat Kepala
Desa untuk masa jabatan berikutnya

Bagian Kedua
HBadan Peimusydwaratan Desa
Pasal 10
BPD di Desa Bangun | ditetapkan melalu’ musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari
pemekaran Desa Bangun di Kecamatan Parbuluan serta pembentukan desa baru sebagaimanz
dimaksud dalam Pasal 2 maka untuk kelancaran penyeienggaraan pemerintahan der2, Kepala
Desa Bangun dan Camat Parbuluan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik’kekayaan desa berupa tanah,
bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak serta dokumen dan arsip lainnya yang
diperlukan dalam penyelenggaraa: pemerintahan desa di Desa Bangun |.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatli ini dengan
perempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairl

Ditetapkan di Sidikalang
padatanggal < - 11— 2006
BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRL

BUNGARAN §INAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIR| TAHUN 2006 NGMOR /4
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